
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PEI.AYANAN MIMMAL BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BELITI

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36

Peraturaa Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentarrg Standar PeLayanan

Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti

Kabupaten Musi Rawas.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Trngkat II dan Ibtaprqia di

Sumatera S€latan (hmbaran Negara Republik

Indonesia Tahrm 1959 Nomor 73, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1E21);

2. Undang-Undalg Nomor 44 tahun 2OO9 tentalg

Rumah sakit (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 153);

3. Undang-Undang Nomor 33 Ta}rr]n 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (kmberan Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 trntang

Pemerintahan Daerah firmbaran Ncgara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesira Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah teraldir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tEntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Of5

Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daemh (Berita

Negara RI Tahun 2018 Nomor 1213);

Feratuan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 t€ntang

Pembentukan dan Susunsn Perangkat Daerah

Kabupaten MuBi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor l0).

MEMI,/ruSKAN:

Menetapkan : PER TT RAN BIPATI'IENTANG SIANDAR PELAYANAN

MIMMAL BADAN I^AYANAN I,IMUM DAERAI{ RI'MAH

SAKIT I,'MUM DAERAH MUARA BELM KABUPATEN

MUSI RAWAS

BAB I
KETENruANI,'MUM

Pasal 1

Dalern Perahuatr ini yang rlirnqksrrd alengan.

l. Kabupaten adalah Kabupat€n Musi Rax,as.

2. Pemerintah l(abupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3, Bupati ad.lah Bupati Musi Rawas.

4.

5.

6.
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4. Rumah Salit Umum Daeralt adalah Rumah Sakit

Umum Daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

yang setanjutnya disingkat RSUD Muara Beliti.

Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang

diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muara

Beliti Kabupaten Musi Rawas kepada masyarakat

yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang

medik, dan petayanan administrasi manajemen,

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya

disingkat SPM adalah ketentuan tentaug jenis dan

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib

daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara

minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis

tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan

oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti

Kabupaten Musi Rawas kepada masyarakat.

Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang

diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.

Mutu Pel,ayanal Kesehatan adalah kine{a yang

menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan

kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan

kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat

kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata

penyelenggaraannya sesuai dengan stsndar kode etik
profesi yang telah ditetapkan.

Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam

menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu

pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi,

keselamatan dan keamanan, kenyamanan,

kesinambungan pelayalan, kompetensi teknis dan

hubungan artar manusia berdasar standar World

Health Organization-

Kine{a adalah proses yang dilakukan dalr hasil yang

dicapai oleh suatu organisasai dalam menyediaka;r

produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang

kepada pelanggan.

6.

5.

7.

8.

9.

10.
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11. lndikator Kinerja adalah variabcl yaag dapa.t

digunataan untuk mengevaluasi keadaan atau status

dan memungf,inkan dilakukan pengukuran terhadap

perubahan yang terjadi dari wakttr ke walfir atau

tolok ukur prestasi kuantitatif/kuafitatif yang

digunakar untuk mengukur terjadinya perubahan

terbadap besaran targgt ateu standar yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Standar adalah nilai tert€ntu yang telah ditetapkan

berkaitan dengan Eesuatu yang hanrs dicapai.

Delinisi Opcrasional odelah uraian yang

dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari

indikator.

14. FrEkuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi

pengambilan data dari sunber data untuk tiap

indikator.

Periode Analisis adalah r€ntang wakhr pelaksanaan

kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.

Pembilang (rumeratorl adalah besaran sebagai nilai
pembilang dalam rumus indikator kinerja.

Penyebut ldelwneraroi adalah besaran sebagai nilai
pembagi dalam rumus indikator kinerja.

Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja

yang diharapkan bisa dicapai.

Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau

keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang

berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB U

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(f) SPM di-aksudkan unhrk panduan bagi RSUD Muara

Beliti dafam melaksanakan perrencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan

pertanggurgiawabdr penyeleaggaraan SPM rumah

sakit.

t2.

13.

15.

16.

t7.

18.

19.
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(2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan meqialnin

mutu pelayanal kepada masyarakat.

BAB III

JEMS PEI.AYANAN, INDIKATOR, STANDAR, BATAS

WAKru PENCAPAIAN DAN URAIAN

STANDAR PEIAYANAN MIMMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

RSUD Muara Beliti mcmpunyai tugas mclaksanakan

pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya

peDyembuhan fiorratilJ, pemulihan (rchabilitaffi, yatg
rlilekcaiakarr s€ca.ra terpadu dengan upaya

pencegahan (preuenlifl, peningkatan (ponotifl sena

upaya n4iukan.

Jenis pelayanan RSUD Muara Beliti meliputi :

a. Pelayanan Gawat Darurat;

b. Felayanan Rawat Jalan;

c. Fel,ayanan Rawat Inap;

d. Pelayanan Bedah;

e. Pelayanan Persalinan, KIA dan KB, Pcrinatologi;

f. PelayananRadiologi;

g. Felayananlaboratorium;

h. PelayananFisioterapi;

i. Pelayanan Farmasi;

j. Pelayanan Gizi;

k. Pelayanan Transfusi Darah;

l. Pelayanan Keluarga Miskin;

m. Pela5ranan Rekam Medik;

n. Pelayanan Fengelolaan Limbah;

o. Pelayanan Administrasi dalr Manajemen;

p. FelayananAmbulanee;

q, PelayananPemulasaraan Jenazah;

r. Pelayanan Laundry ;
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(1)

l2l

8. Felayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit; dan

t. Pencegalan dan Fengendaliarr Infeksi (PPI).

BaSial l(cdua

Indikator, Standar (Nilai), Batas Wa.lrttr Fencapaian

dan Uraisn Standar Pelayanan Minimal.

Passl 4

Indikator, Standar (Nilai), be.tas s,alrhr pencapaian dan

uraian SPM sebagaimana dimaksud tercantum dalam

Iampiran Peraturan Bupati ini.

BAB TV

PEI.AKSANAAN

Pasal 5

RSUD Muara Beliti wajib melakssraken pelayanan

berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini-

Dircktur atau Pimpinan RSUD Muara Bcliti

bertanggungiawab dalan penyelengaraan pelayanan

yang dipimpinnya sesu.ai SPM yang ditetaplen drlarn

Peraturan Bupati ini.

Fenyelenggaraan pelayanan yang scsuai dengan SPM

dilatnrkan oleh tenaga dengan kualiEkasi dan

kompetensi 5rang sesuai dengEn kctentuan peraturan

perundang-undangan.

Rumah Sakit paling lambat I (sah, tahun menj,/usun

Rencana Pencapaian SPM.

BABV

PENERAPAN

Pasal 6

(1) Dir€ktLlr atau PiEpinan RSUD Muara Beliti

menyuaun rencana strategis, target, serta upa,ya dan

pelaksanaan peningkatan mutu peliayanan tahunan

rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan SPM.

(3)

(4)



(21

(3)

Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi

manajemen RSUD Muffa El,eliti menyusr:n rcncana

bisnis anggaran, target, serta upaya dan pclaksanaan

peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit

yang dipimpinnya berdasarkan Sru.
Setiap plakeanaan pelayanan, menyelenggarakan

pelayanan yang meqiadi tugasnya Besuai dengan

SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pernbinaan

Pasd 7

Pembinaan RSt D Muara Beliti tlileklknn oleh Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Pembinaan sebagafunana dirnqksud pada ayat (l)
berupa fasilitasi, orientasi runum,

peimjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan

latihan atau bantusn teknis lainnya yang mencakup:

a. perhitungan sumb€r daya dan dana yang

dibutuhkan untuk mencapai SPM;

b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan

penetapan tsrget tahunan pencapaian SPM;

c. pedlaian plestasi kerja pencapaian SPM; dan

d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

(1) Pengawasan opcraeional ditakql<anr oleh

Pengawas'Internal.

(21 Pengasas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat

(f) berkedudukan langsung dibas'ah DircIrtur ateu

Piopinan RSUD Muara Beliti.

(r)

(21
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Pasal 9

Pengawas Internal scbaSaitnana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen

RSUD Muara Beliti menciptakan dan meningkatkan

pengendalian intemal.

F'ungsi pengendalian intemal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal

tprcapainya prcstasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal I O

Pembinaan dan lrcngawasan terhadap RSUD Muara

Beliti selain dilakukan oleh pejabat pembina dan

p€ngawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7,

Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan juga oleh dewan

pengawas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

De$,an pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah orang yang bertugas melakukan

Ircngawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD).

Pasal 1l

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimatsud dalern pssal 7, Pasal 8, Pasal 9

dan Pasal 10 dibeban&an pa.da pendapatan operasional

RSUD Muara Beliti yang ditetapkan drlnin Anggaran

RSUD Muara Beliti.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

(1) BLUD yarry memiliki realisasi nilai onaet tahunan

menumt laporan operasional atau nilai as€t menurut

ncraca Jrang meEenuhi syarat minimal, daf,at

dibentuk dewan pengawas.
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(3) Dewan p€ngawas melaporkan pelaksanaan tugasnya

Eebagaimana dimaksud pada ayat (l), kepada Bupati

secara berka.la paling Eedikit I (satu) kali dalam 88tu

tahun dan scwaldu-walrtu apabila diperlulsn.

Pasal 14

(l) Arlgota dcwan pcngawas dapat tcrdiri dari unsur-

unsur:

a. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

dengan kegiratan BLUD;

b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

pengelolaan keuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Penganglratan angota dewan pengawas tidak

bersamaan \raktunya dengan pengangkatan

pejabat pengelola BLITD,

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan

pengawas, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD,

serta dapat menyediakan walhr yang cukup

untuk melaksanakan tugasnya;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan

tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak
pemah menjadi anggota dircksi atau

komisaris, atau dewan pengawas yans

dinyatakan bersalah Behingga menyebabkan

suatu badan usaha pailit atau orang yang

tidak pernah mel,akukan tindak pidana yang

merugikan daerah; dan

c. mcmpunyai kompetensi dalam bidang manajemen

sumber daya manusia dan mempunyai

komitmen terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik.
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(21

(3)

Pasal 15

Masa jabstan anggota dewan pengawaa ditetapkan

selama 5 (lima) tahun, dan dapat dianglet kembali

untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan

sebelum waktunya oleh Bupati.

Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum

waktu4ra sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. terlibat delFrrl tindakan yang merugikan BLUD;

atau

d. dipidana penjara karena dipersaJahkan

mel,akukan tindak pidana dan/atau kesalahsr

yang bcrkaitan dengan tugasnya melaksanakan

pengawasan atas BLUD.

Pasal 16

(1) Bupati dapat mengangkat schEtaris dewan pengawas

untuk mendukung kelsncaran tugas dewan

penSawas.

(2) Sekretaris dewan pengavas sebagaimala dirneksud

pada ayat (l), bukan merupakan anggots dewan

Pengawas,

Pasal 17

Scgala biaya yang dipcrlukan datram pcla.ksanaan

tugas dcwsrt pengawas dan sekretarie dewan lrngawas
dibebankan pads anggaran BLUD dsn dimuat dalam RBA.
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BAB VIU

PENUTUP

Pasal 18

Feraturan Bupati ini mul,ai bcrlaku pada tanrggal

diuadangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan

pengundangan Feraturan Bupati ini dengan

pencmpatannya dalam B€rita Dacrah lGbupaten Musi

Ra{rar.

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 6 tel4cp60- 2Ol9

SETRETARIS DAERAH

2019
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DitetaDl€n di Muara Beliti
paaa tangeel 6 dl4an*

PRISKODESI

BERTTA DAERAH KABUPAIEN MUSI RAUIAS TAHTJN 2OT9 NOMOR..#

UPATEN MUSI RAUIAS,

t2


